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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Indonesia adalah negara hukum sebagiamana telah diatur dalam Pasal 1 
ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Sebagai negara hukum tentu segala sesuatu telah diatur dengan hukum, mulai 
dari hak-hak warga negara sampai dengan kewajiban-kewajiban warga 
negaranya. Indonesia sebagai negara hukum wajib menghormati hak-hak 
warga negaranya, seperti misalnya hak untuk beribadah, hak untuk kebebasan 
berpendapat, maupun hak untuk kebebasan berserikat dan berkumpul serta 
hak-hak lain sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pada tahun 2017 Pemerintah telah menerbitkan Perppu  Nomor  2 Tahun 
2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu itu kemudian digunakan 
untuk membubarkan sebuah organisasi masyarakat yaitu Hitzbuth Thahrir 
Indonesia (HTI)
1
 yang menuai pro-kontra bagi sebagian besar masyarakat 
Indonesia. Masyarakat yang setuju atas pembubaran HTI menyebut bahwa 
organisasi tersebut memang pantas dibubarkan karena dianggap radikal dan 
ingin mengubah Indonesia menjadi negara Islam. Sedangkan masyarakat 
yang tidak setuju menilai bahwa dengan menerbitkan Perppu guna 
membubarkan ormas HTI dinilai dapat membatasi ruang gerak masyarakat 
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dalam berserikat dan berkumpul karena Indonesia telah mempunyai payung 
hukum yang masih berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Organisasi Kemasyarakatan. Selain itu pembubaran HTI dinilai 
bukanlah sesuatu hal genting bagi negara sehingga membuat Presiden harus 
menerbitkan sebuah Perppu guna menindaknya. 
Di dalam Perppu tersebut pada pasal 61 mengatur tentang pemberian 
sanksi dimana dalam pemberian sanksi hanya berupa teguran secara tertulis 
yang apabila tidak diindahkan selama 7 hari maka badan atau Pejabat Tata 
Usaha Negara yang telah mengeluarkan/ menerbitkan keputusan tata usaha 
negara dapat mencabutnya kembali (dalam hal ini Kemenkumham). Proses 
pencabutan SK disini tidak melalui putusan Pengadilan karena telah dirasa 
sesuai dengan Asas Contrarius Actus yaitu badan atau pejabat tata usaha 
negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya 
berwenang untuk membatalkan. Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara 
Indonesia, Sudiyatmiko Ariwibowo, menjelaskan bahwa asas contrarius actus 
merupakan asas yang memiliki arti formalitas atau prosedur yang diikuti 
dalam proses pembentukan suatu keputusan dan diikuti proses pencabutan 
atau pembatalan.
2
 Hal ini berarti Pejabat Tata Usaha Negara dapat 
membatalkan kembali keputusan yang telah dibuat apabila terdapat 
kesalahan-kesalahan formil dalam proses pemberian ijin. Berbeda dengan 
Undang-undang Organisasi Kemasyarakat sebelumnya dimana proses 
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 Sovia Hasanah, SH. Arti Asas Contrarius Actus. 
https://m.hukumonline.com/klinik/detail/it5a4091a9d6c08/arti-asas-icontrarius-
actus-i. Akses, 15 Maret 2018 
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pencabutan SK dilakukan melalui proses Pengadilan sehingga pemerintah 
dianggap memberikan kesempatan bagi masing-masing pihak untuk membela 
diri mereka masing-masing baik elemen pejabat tata usaha negara maupun 
organisasi kemasyarakatan demi menjaga jalannya demokrasi di Indonesia. 
Dalam Undang-undang Ormas terbaru ini juga memberikan ruang bagi pihak 
yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah 
dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Menurut Julius Stahl Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah 
„rechtsstaat‟ itu mencakup empat elemen penting, yaitu: 
1. Perlindungan hak asasi manusia. 
2. Pembagian kekuasaan. 
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 
4. Peradilan tata usaha Negara3 
Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan 
bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar 
utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara 
Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk 
menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan 
hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi 
negara. Pengadilan Tata Usaha Negara ini penting disebut tersendiri, karena 
dialah yang menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-
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keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Jika 
hal itu terjadi, maka harus ada pengadilan yang menyelesaikan tuntutan 
keadilan itu bagi warga Negara, dan harus ada jaminan bahwa putusan hakim 
tata usaha Negara itu benar-benar djalankan oleh para pejabat tata usaha 
Negara yang bersangkutan. Sudah tentu, keberadaan hakim peradilan tata 
usaha negara itu sendiri harus pula dijamin bebas dan tidak memihak sesuai 
prinsip „independent and impartial judiciary‟ tersebut di atas.4 
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 28E ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Semangat yang dibawa 
pada Perppu tersebut dirasa telah membatasi ruang gerak demokrasi warga 
negaranya dimana hal tersebut telah menciderai prinsip-prinsip HAM yang 
telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut. Dalam UU 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah pada pasal 19 ayat 
(2) menyebutkan bahwa Keputusan dan/ atau  tindakan yng telah dilakukan 
dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji 
dalam dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Semangat 
tersebut yang kemudian di masukkan ke dalam Undang-undang Ormas yang 
lama yaitu bahwa terkait pembubaran sebuah ormas harus dilakukan melalui 
proses pengadilan dan sanksi penghentian ormas wajib meminta 
pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Hal tersebut dimaksudkan agar 
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tidak menciderai Hak Asasi Manusia warga negaranya dalam hal kebebasan 
berkumpul dan berserikat. 
Selain itu lahirnya Perppu tersebut yang kini sudah menjadi Undang-
Undang yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan juga menjadi sebuah problematik bagi bangsa ini. Problem 
tersebut  tersebut diantaranya karena tidak terdapat keterlibatan pengadilan 
dalam penjatuhan sanksi berupa pencabutan status badan hukum organisasi 
kemasyarkatan. Hal ini rawan untuk membatasi atau menciderai kebebasan 
berserikat dan berkumpul  warga negara.  
Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas membuat penulis 
tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat masalah ini sebagai 
skripsi dengan judul Analisa Politik Hukum terhadap Pencabutan Izin 
Status Badan Hukum Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 
Adapun yang penulis maksud disini adalah mengenai politik hukum 
pembentukan terhadap perubahan Undang-undang tentang Organisasi 
Kemasyarakatan. 
B. Rumusan Masalah : 
1. Bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan terhadap pencabutan izin status badan hukum 
Organisasi Kemasyarakatan? 
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2. Bagaimana dampak hukum dari Undang-Undang No.16 Tahun 2017 
tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan berkumpul dan 
berserikat? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan hal penting untuk mengetahui apa yang ingin 
di capai dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah guna 
mengetahui politik hukum perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap pembubaran organisasi 
kemasyarakatan serta untuk mengetahui dampak hukum dari Undang-Undang 
No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan 
berkumpul dan berserikat. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini, baik secara 
teoritis maupun praktis yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang 
bagaimana politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap pembubaran organisasi 
kemasyarakatan serta implikasi hukum terhadap kebebasan berkumpul 
dan berserikat. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi referensi 
bagi kalangan akademisi dalam melakukan kajian ilmu Hukum Tata 
Negara tentang politik hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap pembubaran organisasi 
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kemasyarakatan serta untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum 
dari Undang-Undang No.16 Tahun 2017 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan seluruh kalangan 
masyarakat terkait dengan politik hukum dan implikasi hukum 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat. 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis 
Bagi penulis penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan serta 
pengetahuan. 
2. Bagi Masyarakat 
Penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat guna memberi 
gambaran untuk menelaah permasalahan-permasalahan yang berkaitan 
dengan kebebasan berkumpul dan berserikat terhadap  organinasi 
masyarakat disekitarnya. 
3. Bagi Akademisi 
Bagi akademisi penilitian ini dapat menjadi sarana menambah wawasan 
serta referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai politik hukum 
perubahan Undang-undang ormas terbaru yaitu Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2017 terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan. 
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F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian 
hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 
normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau 
aturan yang eksis di masyarakat, sedangkan penelitian hukum empiris 
adalah penelitiaan hukum yang mencari tahu bagaimana suatu norma 
bekerja di masayarakat5. Karya tulis ini menggunakan jenis penelitian 
yuridis normatif atau legal research . Artinya penelitian ini akan 
menelaah norma-norma hukum, teori-teori, serta asas-asas yang berkaitan 
dengan isu hukum yang diangkat. Pada penelitian pustaka (nama lain 
penelitian yuridis normatif) mempunyai beberapa pendekatan 
diantaranya
6
 : pendekatan peraturan perundangan-undangan (statute 
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan 
historis (historical approach), pendekatan perbandingan hukum 
(comparative approach) dan pendekatan asas-asas hukum. Dari sekian 
penedekatan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan 
perundang-undangan. Maka penelitian ini akan memecahkan isu hukum 
yang diangkat melelui pengkajian peraturan perundang-undangan dan 
teori-teori yang relevan. 
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 Soerjono Soekanto. 2009. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 
Singkat). Jakarta. Penerbit PT. Rajawali Grafindo Persada. Hal.14-15. 
6
Peter Mahmud. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit. Prenada Kencana 
Media Group. Hal. 93. 
9 
 
2. Jenis Bahan Hukum 
1. Bahan Hukum Primer 
Jenis bahan primer adalah bahan hukum yang bersumber dari hukum 
positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan 
perundang-undang yang akan dirujuk pada penulisan ini antara lain : 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi 
Kemasyarakatan, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-
undang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah dalam penulisan, yang terlalu banyak untuk disebutkan. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil 
penelitian dan artikel ilmiah yang relevan. Dalam karya tulis ini bahan 
hukum sekunder yang akan dijadikan sebagai rujukan yaitu : Buku-
buku tentang Organisasi Masyarakat, Demokrasi, konsep-konsep 
dasar dari peraturan hukum serta artikel ilmiah yang membahas terkait 
organisasi kemasyarakatan. 
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3. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang melengkapi 
bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa 
ensiklopedia, kamus, maupun glosarium. Dalam karya tulis ini bahan 
hukum tersier yang digunakan yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
Kamus Ilmiah, dan juga daftar istilah (glosarium) dari buku-buku 
yang dirujuk sebagai bahan hukum sekunder diatas.  
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu serangkaian metode yang 
dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum diatas. Dalam 
penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah 
penelaahan dokumen-dokumen hukum dan pustaka yang relevan dengan 
masalah yang akan diteliti. 
4. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Teknik analisis bahan hukum terbagi atas : analisis yang bersifat 
komparatif, yakni analisis yang dilakukan melalui perbandingan antara 
dua hal atau lebih, analisis yang menelaah isi (content) dari masalah yang 
terkait, dan analisis yang menelaah kesuaian atau keselarasan antara 
masalah yang diajukan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-
asas hukum umum. Dalam penulisan ini teknik analisis bahan hukum 
yang digunakan adalah analisis isi (content analisys) atau deskriptif 
analitis dan dibantu dengan berbagi metode interpretasi dari peraturan 
perundang-undangan yang diajukan sebagai obyek masalah diatas. 
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G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang tersusun dengan 
sistematis. Dimulai dari Bab I sampai Bab IV yang diuraikan sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan awal dari penulisan karya ilmiah ini. Bab ini berisi 
tentang Latar Belakang yang mendiskripsikan masalah-masalah yang ada 
serta bagaimana peraturan yang mengatur sehingga terdapat sebuah gap atau 
jurang pemisah yang nantinya akan diteliti. Intinya latar belakang berisi 
mengenai das sein dan das sollen. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang 
berbentuk pertanyaan kongkrit berdasarkan uraian-uraian masalah yang 
terdapat di bagian Latar Belakang. Kemudian Tujuan Penulisan, Kegunaan 
Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi mengenai pemaparan dan penjelasan terkait yakni :  
1. Konsep-konsep hukum;  
2. Teori-teori hukum; serta  
3. Doktrin-doktrin ahli hukum yang akan dijadikan sebagai rujukan atau 
landasan dalam pembahasan masalah yang telah dirumuskan. 
BAB III : PEMBAHASAN 
Bab ini berisi pembahasan atas masalah yang terdapat pada Bab I dan 
dianalisis dengan menggunakan konsep, teori serta dasar hukum yang telah 
diuraikan pada Bab II. 
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BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan 
atas pembahasan pada Bab III dan berisi saran dari penulis atas masalah yang 
diajukan berdasarkan hasil penelitiannya. 
